 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
~ BELANJADAERAH |
 TAHUN ANGGARAN 2014

PROVINSI SUMATERA UTARA
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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI ‘SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

. Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan - Daerah
menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk -

memperoleh persetujuan bersama; ;
bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD pada tanggal 17 Desember 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh. dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara .
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran’
Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

+

‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

1S.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); ' A '
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); .

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler. dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
iggé}’l‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembararf Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan,

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

8):
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi.Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 9);
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n8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

n 2010 tentang Pokok-Pokok

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahu
Utara

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

1);
MEMUTUSKAN :
~ Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN
2014
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai
berikut :
1. Pendapatan Rp. 8,488,643,829,023.00
Belanja ; Rp. 8,526,300,954,643.00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (37,657,125,620.00)
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 37,657,125,620.00
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 37,657,125,620.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. -
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp. 4,944,501,838,799.00
Rp. 1,906,486,133,424.00
Rp. 1,637,655,856,800.00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp. 4,533,946,179,895.00
b. Retribusi Daerah Rp. 18,364,946,100.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan L - 242,514,468,127.00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 149,676,244,677.00 °

sl
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 477,716,007,424.00
b. Dana Alokasi Umum . Rp. 1,349,132,276,000.00
¢c. Dana Alokasi Khusus Rp. 79,637,850,000.00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :
a.  Pendapatan Hibah Rp. 38,083,696,800.00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 1,599,572,160,000.00
c. Pendapatan lainnya dari Pemerintah Rp. ‘

- Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belan_!a Tidak Langsung Rp. 5,706,320,027,045.00
b. Belanja Langsung Rp. 2,819,980,927,598.00
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(9] Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 a Belanja Pegawai - Rp.  1,134,078,626,535.00
Rp.  1,702,570,851,830.00

~ b. Belanja Hibah
. ¢. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1,065,000,000.00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 1,685,553,895,178.00
" e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan

Rp. ‘1,175,551,653,502.00

Pemerintah Desa
Rp. 7,500,000,000.00

. f. Belanja Tidak Terduga
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 127,342,162,060.00

, b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1,279,71 1,570,686.00
. c. Belanja Modal Rp.  1,412,927,194,852.00

¥ Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
‘ a. Penerimaan
‘ - b Pengeluaran

Rp. 37,657,125,620.00
Rp. -

1 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

. a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Rp. 37,657,125,620.00
'@) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
§  a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. =
" b. Pembayaran Pokok Utang Rp. -
sa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan ’ Rp. -
Pasal 5

s

raxan Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

ng tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

‘1. Lampiran I . Ringkasan APBD;
Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;
Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
5 Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
' 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
: Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
S. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam -

Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah,;

6 Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
| 7"_7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah,;
8, Lampiran _VIH Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

| 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
j‘ Daerah;

13 _‘;}O.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
f‘;l‘l.Lampiran X1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
8 anggaran ini;

. 2. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah,;

§ 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

"
<

7
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Pasal 6

' Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti
bencana alam, bencana sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan
: pengeluarannva melalui Dana Tidak Terduga.

Pasal 7

'Gubernur Sumatera Utara menetapkan Penjabaran Anggaran Pen@apatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

| Agar setiap orang men,
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
) pada tanggal 6 Maret 2014
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

4
: S ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal & et 204

- SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

/e

'NURDIN LUBIS

. LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

J1. Imam Bonjol No. 5 Medan qué Pos 20112

[uil: Humas.dprdsumut@gmail.com - - Telp. (061) 4575001 - 4538333 Fax. (061) 4522270

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- PROVINSI SUMATERA UTARA '

NOMOR : fZ /KP/2014

TENTANG

p PERSETUJUAN TERHADAP TINDAK LANJUT ATAS
. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 903-348
TAHUN 2014 TANGGAL 10 FEBRUARI 2014 TENTANG EVALUASI RANCANGAN
‘ PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTAN G ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

. Menimbang : a. bahwa Menteri Dalam Negeri Repubhk Indonesia telah menyampaikan
kepada Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
Keputusan Menteri Dalam Negen Repubhk Indonesia Nomor 903-348 Tahun
2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara’ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun :
Anggaran 2014;

b. bahwa sebagm Tindak Lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
sebagalmana tersebut .pada butir a dxatas perlu dllaksanakan
penyempurnaannya yang dituangkan dalam Keputusan Punpman Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat ~ : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
‘ | Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi
Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 64
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 103);

2. - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangﬁnan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, ATat'nb,ahar'x
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569) ; .

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentahg Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung]awab Keuangan - Negara (Lembaran Negara Republllk _
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik- Indonesna Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

 Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah-

10.

diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang —Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik ' ‘

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones:a Nomor 4548) ;

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemermtah Daerah (Lcmbaran Ncgara Republik

' Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilk

" Indonesia Nomor 4438);

11.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);




12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOr 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun. 2011 tentang Pembentukan Peraturan .
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2004

- Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala- Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 ‘Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028)

Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan

~ .Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005

16.

17.

18.

19.
-Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

20.

21.

22.

9 b

24,

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
Peraturan Pemerintah Nomo'r'. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia "No_inor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tal.mn‘ 2005 téhtang Sistem _mformasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara chubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor- 140, -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik:
Indonesia Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Peneyelenggaraan Pemerintah Dag¢rah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansn Pemerintah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara. chubhk Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemermtah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 ‘Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakllan Rakyat Daerah
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. Menetapkan

23.

26.

i

29.
“atas Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

30.

31,

(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) '

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2007 Nomor. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan .
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

1123, Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor 5165) ;
28.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomior 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan .

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial - yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ‘

Peraturan. Menteri Dalam Negerl Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu'n Anggaran
2014;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

10/K/2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP
. TINDAK ' LANJUT ATAS. KEPUTUSAN 'MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 903- 348 TAHUN 2014 TANGGAL 10
FEBRUARI 2014 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014 '



Pasal 1

Menyetujui Tindak Lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 903-348 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang

~ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan
Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Pasal 2

Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penyempurnaan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, maka
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah | Rp. 8.488.643.829.023,-

2. Belanja Daerah - Rp. 8.526.300.954.643.-
| Surplus/Defisit . Rp. (37.657.125.620,")
‘3. Pembiayaan | | & | |
a. Penerimaan ' ' Rp. 37.657.125.620,-
b. Pengeluaran ' " Rp. - -
Jumlah pembiyaan Netto ‘ ‘Rp.  37.657.125.620,-
Sisa Lebih Pembiayaan Aﬁggaran
Tahun Berkenaan . . Rp. 37.657.125.620,-
Pasal 3

Tindak lan]ut atas Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri RI terhadap Evaluasi -
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan

- Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaunana terdapat pada Lamplran Keputusan
ini.

Pasal 4

Ringkasan dan:Rincian dari Anggafan Pendapatan dan B'elanjavDaerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 merupakan baglan yang tidak terplsahkan
dari Keputusan ini.
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Pasal 5

Agar Perattm Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014
disesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dltetapkan ‘dengan ketentuan akan diadakan
~ perubahan dan perbaikan apablla terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal %} Februari 2014

Wakil Ketua, © Wakil Ketua,

Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM H. AFAN, SS

Wakil Ketua, Wakil Ketﬁa,

g

SIGIT PRAMONO ASRL SE - Ir. H. KAMALUDDIN HARAHAP, M.Si
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: KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA,
DAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 0/ /{ /.;J-o/s/
' NOMOR / /4% /«20/9

TENTAN G

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
- PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

’- : PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANG.GARAN 2014

'Menimbang |

= DEWAN PERW_AKILAN RAKYAT DAJERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA
"~ 'DAN

' GUBERNUR SUMATERA UTARA

: a 'bahwa'Gubefﬁur Sumatera Utara dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi

Sunia_tera' Utara tanggal 23 Desember 2013 telah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran

- Pendapatan - dan Belanja. Daerah Provinsi Sumatera ~Utara Tahun

' ,Anggaran 2014

.-.b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah scbagzumana dimaksud huruf a '

diatas, telah dibahas bersama-sama oleh Badan Anggaran DPRD
Provinsi Sumatera ‘Utara’ dengan Tim~ 'Anggaran ‘Pemermtah Daerah -

i Provmsn Sumatera Utara

& bahwa berdasarkan perumbangan sebagalmana dimaksud huruf adan b

diatas, perlu dltetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD Provinsi
- Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara tentang . Persetujuan

'terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ‘Sumatera Utara tentang
' Anggaran Péndapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
. Tahun Anggaran2014. =



POV RSI————

- - Mengingat -

i Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah :
" -Otonoml Provm51 Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi

. : Sumatera Utara Jo Peraturan Pemermtah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
S o Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 64
Tambahan Lembaran Negara Nomor.1103);

= Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1‘)85 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,

: ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
» sebagmmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 3569) ;

. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
~ Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3688), :

. 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
- Negara . Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme -

(Lembaran - Negara - Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

k ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1)

. 'Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (Lembaran - Negara - Repubhk Indonesia - Tahun 2003 Nomor 47
= Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4286) ;

1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara
.~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
. Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4355),

: ‘Undang-Undang Nomor - 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

' Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
'_Repubhlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
‘Negara Republlk Indones:a Nomor 4400);

! Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

* Pembangunan Nasnonal (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun :

2004 . Nomor 104 Tambahan ‘Lembaran ‘Negara ]Republlk Indonesna

Nomor4421), ,

d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
.(Lembaran Negara Repubhk Indonesia .Tahun 2004 Nomor 125,

-~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 4437)

_ sebagalmana telah dlubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun

2005 - tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Gl ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
" Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; '
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Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan
" antara Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik lndonesxa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
oo Negara Repubhlk Indonesia Nomor 4438) y '

Ty
.- Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Undang-Undang Nomor 27  Tahun 2009 _ tentang  Majelis

Daerah  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

"Republlk Indonesia’ Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran .

e 8

Negara Repubhk Indones1a Nomor 5043);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesm Nomor

5049);
RS

Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah (Lembalan Negara

~-Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
e 14,

Pe'ratmani-: Pemerintah Nomor 23 ATahun 2005 tentang Pcngeiolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Nomor 4502) ;

1S,
16.

)
© - Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Peratur';m Pemerin.t_'ah.Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran ~Negara Republik . Indonesia Tahun . 2005 Nomor 136,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republlk Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemermtah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negam Repubhk Indonesxa Nomor
- 4576) ; .

s

s 18:

vPeraturan Pemerint'ah Notnot 57 Tahun ﬁ()OS tentang Hibah (Lembéran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan "Per'nerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pchgelolaan

‘Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
~-~ Nomor. 140 Tambahan Lembaran Negam Repubhk Indonesia Nomor.

i 4578);

20,

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman %
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

~ Negara Republik . Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

=)
e Pembmaan dan Pengawasan Peneyelenpgaraan I’emermtah Daerah

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4585) .
Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pcdoman
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(Lembaran Negara Republlk lndonesxa Tahun 2005 Nomor 165

_ Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncsm Tahun 2005 Nomor

20

aoal® 4593)

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan :
dan Kinerja_Instansi Pemenntah (Lembamn Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia

- m

By Nomor46l4), e

Peraturan Pemermtah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

~ Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
. Rakyat . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

‘Nomor 94, Tambahan Lembaran Negar.l Republik Indonesia Nomor

" 4540);

i 04,

Peraturan Pemefintah Nomor 38 Tahun 2007 téntang Pembagian Urusan

Pemermtahan antara’ Pemermtah Pemerintahan Daerah Provinsi dan

‘Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

i Indonesxa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
' Indonesia Nomor 4737)

.28,
- ,Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata

:Peraturan Pemermtah Nomor 16 Tahun 2010‘ tentang Pedoman

Tertib Dewan Perwaknlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

: _Indonesna Tahun 2010 Nomor 22, Tambah.m Lembaran Negara Repubhk .
' Indonesna Nomor 5104)

2.

Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

'Pemerintahan (Lembaran Negara Republik’ Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negma Republik Indonesia Nomor 5165) ;

27

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 .

' ,tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Wiy

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2011 tentang_

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

29,

e tentang Pedoman Pembenan 'Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

'Peraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 27 Tahun 2013 tentang -

* Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapaum dan Beianja Daerah Tahun

<30

_Anggaran 2014

Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

: vNomor 10/K/2012 - tentang ~Tata Tertib Dewan Perwakllan Rakyat -

Dacrah Provmsn Sumatera Utara
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MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA - UTARA DAN . GUBERNUR SUMATERA

“UTARA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
. PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
- SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

) Pasal'l

: v’Menyetu_)m Rancangan Peraturan Daerah Provmsx Sumatera Utara tentang
. . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

- Anggaran 2014, untuk dltetapkan menjadi Peraturan Daerah Provmsx
: Sumatera Utara. - :

Pasal 2

 :': Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatem Utara Tahun
‘. Anggaran 2014 dengan rincian sebagal benkut '

1. Pendapatan Daerah - - o o 'Rp.48.488.643.829.023,-

2. Belanja Daerah- =¥ i ~ Rp. . 8.488.643.829.023.-
~_Defisit/Surplus .~ _Rp. - NHL
3. Pembiayaan Bl o ' -
. a Penerimaan . B Rp. NIHIL
" b. Pengeluaran -~ . - - Rp. NIHIL
Jumlah pemblyaan Netto ... L Rp. - NIHIL
'. Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran _
Tahun Berkcnaan aw ey R st RPeCURS NIHIL
Pasal 3

. ngkasan dan Rmcnan dari Anggaran Pendapatau dan Belanja Daerah

- Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Pemandangan Umum

: 'Anggota Dewan atas Nama Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara serta

i ,Pendapat ‘dan Saran Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara yang

* tertuang dalam - Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD

o Provinsi- Sumatera Utara dengan Pejabat yang dihunjuk oleh  Gubernur

- Qumatera Utara serta Pendapat Akhir Fraksi-fraksi te rhadap Rancangan

~ 'APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian
fo, yang tidak terplsahkan dari Keputusan ini. -



Pasal 4

Agar dalam Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ini, Gubernur Sumatera
Utara dapat melaksanakannya secara efektif dan efisien.

Pasal 5
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 ini agar disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

\J S GUBERNUR SUMATERA UTARA
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Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor ;2 Tahun 20i4
Tanggal ;6 Maret 2014
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
URAIAN JUMLAH
2 3

W e

PENDAPATAN

8.488.643.829.023,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4.944.501.838.799,00

4,533.946.179.895,00
18.364,946.100,00
242.514,468.127,00
149.676.244.677,00

1.906.486.133.424,00

477.716.007.424,00
1,349.132.276.000,00
79.637.850.000,00
1.637.655.856.800,00

38.083.696.800,00
1.599.572.160.000,00

BELANJA

8.526.300.954.643,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kata dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

5.706.320.027.045,00
1.134,078.626.535,00
1.702,570.851.830,00

1.065.000.000,00
1.685.553.895.178,00
1,175.551.653.502,00

7.500.000.000,00

2.819.980.927.598,00

127.342.162.060,00
1.279.711.570.686,00
1,412.927.194.852,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(37.657.125.620,00)

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

37.657.125.620,00

37.657.125.620,00

PEMBIAYAAN NETTO

37.657.125.620,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

, 6 Maret 2014




